
-tr

WAKTU KERJA*)
*) meliputi Yaktu KeriarVormnl Waktu lstirahat/Culi, Vlnttlu Kwia Inmhur danVaktu l(erja pada Sektor Usaha/pekerjaan teilentu.

*diumpaikan 
padaliser lhoup llnling 0enis Il. lllc Dermott (lnlernational) PTY. ttd.

Anggrek [oom, Jakaila llilton lnternational, lB Nopember 1005

Oleh : Umar Kosim

berusaha olehPENDAHULUAN

Ketentuan waktu kerja dan waktu istlrahat

serta waktu kerja lembur, diatur dalam UU No.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU

Ketenagakerjaan) dan peraturan-peraturan

pelaksanaannya. Pengaturan tersebut dalam

peraturan perundang-undangan telah

mengacu dan berpedoman pada standar

ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat

yang ditetapkan oleh lLO. Demikian juga

pengaturan dan ketentuan waktu kerja pada

sektor usaha atau pekerjaan tertentu,

termasuk waktu istirahat dan ketentuan

waktu kerja lembur pada sektor/pekerjaan

dimaksud sebagaimana dimanatkan dalam

UU Ketenagakerjaan, juga telah diatur,

khususnya pada sektor usaha energi dan

sumber daya mineral (ESDM, Migas) dan

Pertambangan umum. Pengaturan secara

khusus tersebut dimungkinkan untuk sektor-

sektor atau pekerjaan tertentu lainnya

sepanjang bersifat khusus dan spesifik.

Waktu kerja dan waktu istirahat merupakan

faktor yang sangat esensia! dalam hubungan

industrial.

Dalam penerapannya waktu kerja dan

waktu istirahat ini sangat berdampak

terhadap produktivitas pekerja/buruh dan

terhadap kelangsungan

pengusaha.

Demikian juga secara makro akan

berdampak terhadap pertumhuhan ekonomi

masyarakat. Oleh kdrenanla dibutuhkan

suatu pengaturan yang tegas dalam peraturan

perundang-undangan berdasarkan azas

kes'Eimbangan, kebutuhan dan faktor

kemampuan serta keselamatan atau

kesehatan dalam bekerja.

Ketentuan Waktu Kerja (dan Waktu

lstirahat/Cuti) serta Waktu Kerja Lembur

diatur dalam Pasal 77 s/d pasal gS UU

Ketenagakerjaan. Demikian juga pengaturan

lebih teknis atau pengaturan yang bersifat

spesifik pada sektor usaha atau pekerjaan

tertentu, masingmasing diatur dalam

Keputusan (Peraturan) Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Rl, pkni:
t. Kepmenakertranss. No. Kep.234/Mi,en/

2003 tentang Waktu Kerja dan.tstirahat

Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber

Daya Mineral;

2. Kepmenakertrans No. KeplO2/MenVt/
2OO4 tenatang Waktu Kerja Lembur dan

Upah Kerja Lembun
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3. Permenakertrans . No. Per,t5/Men/YJl/

2OO5 tentang Waktu Keria dan tstirahat

Pada Sektor lJsaha Pertamban$an Umum

Pada Daerah Oqerasi Tertentu.

Pengaturan mengenai waktu kerja dan waktu

istirahat serta ketentuan mengenai kerja

lembur inilah yang akan jelaskan secara rinci

dalam tulisan ini.

WAKTU KERJA NORMAL

Ketentuan waktu keria (normal) yang wajib

dilaksanakan oleh pengusaha (pemberi

kerja), meliputi (alternatiO :

- 7 lam / harl dan 40 jam per minggu untuk

6harl keda dalam seminggu; atau

- 8jam / harl dan 40Jam per minggu untuk

5 harl kela dalam seminggu;

Ketentuan Waktu Kerja tersgbut tidak berlaku

bagi sektor usaha alau pekerlaan tertentu,

seperti pekerjaan di pengeboran mlnpklepas

rnnta[ soPir arylkutan Jarak jauh'

pnerhngpn Jarak jauh, pekerjaan di Kapal

(Laut), atau penebangfan hutan (pan$long).

Untuk ketentuan waktu kerja masing-rnasing

sektor usaha atau pekerjaan tertentu

dimaksud, diatur (tersendiri) dengan

Keputusan (Peraturan) Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi.

WAKTU TSTIRAHAT/ CUTI

Setelah bekerja dalam Jangka waktu tertentu'

pengusaha wajib memberi waKu istlrahat

kepada pekerja/buruh, dalam hal ini meliputi

tstlnhat antara lam kerJa dah Istlnhat

mlnSSluan (79 ayat (2) huruf a dan b).

- istirahat antara jam kerja sekurang-

kurangnya Vz lam (di luar jam kerja)

setelah bekerja selama 4 jam secara

terus-menerus; j

- istirahat mingguan, ! hari untuk pola

kerja 6 hari Rerja/minggu; atau 2 hari

untuk pola kerja 5 hari kerja,/minggu.

lstirahat antara Jam kerja pada sektor ESDM

diatur lain, yakni sekurang-kurangnya. 1 iam

(Pasal 2 ayat (2) Kep234). Sedangkan

lstirahat antara jam kerja pada sektor

pertambanagan umum adalah selama (flxl 1

jann (Pasal 2 ayat (2) Kep15).

WAKTU KERJA LEMBUR

Pengusaha yang rnempekerjakan

pekerja/buruh untuk bekeria lembur atau

belterja melebihl (ketentuan) Waktu Kerja

Normal disamping harus membayar upah

kerja lembur, Juga harus memenuhi syarat :

- mendapat persetujuan dari pekerja yang

bersangkutan;

- waktu kerja lembur dilaksanakan

maksimum 3 jam/hari dan 40 Jam Per

minggu.

Syarat itu tidak berlaku pada sektor usaha

atau pekerjaan tertentu yang sudah inklud

dalam paket ketentuan waktu kerja untuk

suatu periode tertentu (Pasal 78 ayat (2) dan

(3) UUK) lang secara khusus diatur dengan

Keputusan (Peraturan) Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi.
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Percyaratan lain dalam melakukan kerja

lembur (yang merupakan bagi pengusaha)

adalah :

r membayar upah kerja lembur;

o memberikan kesempatan istirahat

secukupnya;

o memberikan makan dan minuman*

apabila kerja lembur dilakukan seldma 3

i jam atau lebih. (*minimum 1400 kalori,

tidak dapat digantidengan uang)

Ketentuan Waktu KerJa Lembur Pada Jabatan

Tertentu

Pekerjar/buruh yang termasuk dalam

golongan jbatan tertentu, tidak berhak atau

upah kerja lembur apabila telah mendapat

upah llang nilainya lebih tinggi. Namun

pengusaha dapat mengatur ketentuan hak

atas upah lembur bagi gotonSan Jabatan

teirtentu tersebut dalam PerjanJian KerJa,

Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja

Bersama.

Yang dimaksud dengan €olonEan Jabatan

tertentu dalam ketentuan tersebut di

atas,adalah mereka yang memiliki tanggung-

jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana

dan pengendali jalannya perusahaan yang

waktu kerjanya tldak dapat dibatasi menurut

waktu kerJa yang ditetapkan perusahaan.

Hemat kami, yang diklasifikasikan sebag:i

pekerja pada golongan Jabatan tertentu

tersebut adalah jabatan pada level midle

manaElement ke atas, seperti Kepala Divisi,

Manager atau Senior ManaSer.

Namun hal tersebut tidak semua dn Oetum

tentu harus demikian, itu sangat tergantung

dari struktur organisasi dan jenajang jabatan

yang ada pada suatu perusahaan.

Perlntah Kerla lembur

Untuk melakukan kerja lembur, pengusaha

harus membuat (suratl perintah kerja lembur

dengan persetujuan tertulis dari pekerja yang

bersangkutan. Perlntah kerJa lembur

dimaksud dapat dibuat dalam daftar pekerja

yang befsedia,bekerja (lembur), dalam daftar

mana, sdain memuat nama-nama pekerja

yang bersedia bekerja lembur, juga tercantum
i

lamanya waktu bekerJa lembur.

Perhltuntan Upah Keria Lembur:

Perhitungan upah kerja lembur adalah yL73

x upah sebulan.

Penentuan upah sebulan, adalah sebagai

berikut:

- Bila dibayar harian, upah sebulan = 25 x

upah sehari;

- Bila dibayar berdasar satuan hasil, upah

sebulan adalah upah rata-rata selama 12

bulan terakhir.

- Bila dibayar berdasar satuan hasil, tapi

, m.k. kurang dari L2 bulan, upah sebulan

adalah upah rata-rata selama bekerja

(sepanjang ctiatas UM).

- Eila komponen upah = UP + 1-;', dasar

perhitungan upah lembur adalah

sernuanra (100o/o).

- Bila 'komponen up6h = UP + TT + TTT,

dasar perhitungan upah lembur adalah
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yang lebih besar dari "UP + TT" atau "75% x

uP+Tr+TTT".

Lembur Pada Hari Kerja (biasa)

- Jam pertama = 1.5 x uPah / jam;

- Jam berikutnya (Jam ll dan lll) = 2 x uqah /
jam.

Lembur Pada Hari lstirahat Mingguan '/ Libur

Resmi

1. untuk Pola Waktu Kerja 6 harl keila/

minggu (40 jamlminggu) :

- Jaml-7 =2xupah/iami
- Jam8

- Jam9

= 3 x upah/iam;

= 4 x upah/iam

Apabila hari libur resmi jatuh pada hari

kerja terpendek (Jum'aVSabtu)

- Jaml-5 =2xupah/iami
- Jam6 -3xupah /lami
- JamT-8 =4xupah/lami

'i
2. untuk Pola Waktu Kerja 5 hari kerial

minggu (40Jam/minggu)

- Jaml-8 =2xupah/iam;
- Jam9 -3xupah /lami
- Jam10 =4xupah/iami

Perhitungan upah. kerja lembur tersebut

adalah dasar perhitungan upah kerja lembur

sta nda r (aa nvul I e n recht) . Apabi la perusa haa n

telah mengatur perhitungan upah kerja

lembur lebih baik dan telah

melaksanakannya, maka tetap berpedoman

pada ketentuan yang ditur oleh masing-

masing perusahaan yang bersangkutan

(dwangenrechtl.

Apabila terdapat perbedaariYalam hal

perhitungan upah kerja lernbur, maka yang

berwenang menetapkan adalah Pegawal

Pengawas Ketenagakerjaan

(Kabupaten/Kota). Namun jika penetapan

dimaksud tidak diterima oleh ,salah satu

pihak, maka dapat meminta penetapan ulang

(appeall kepada Pegawai Pengawas

Ketenagakerjaan Propinsi. Demikian juga

apabila perbedaan perhitungan besarnya

upah kerja lembur pada satu perusahaan

yang meliputi satu Propinsi, maka juga

ditetapkan oleh Pegawai Pengawas

Ketenagkerjaan Propinsi.

Jika penetapan Pegawai Pengawas

Ketenagakerjaan Propinsi dimaksud masih

diperselisihkan, maka selanjutnya dapat

meminta penetapan ulang ("kasasi") kepada

Pengawas Ketenagakerjaan pada

Departemen Tenega Kerja dan Transmigrasi

Pusat. Demikian halnya apabila terjadi

perbedaan perhitungan tentang besarnya

upah kerja lembur pada suatu perusahaan

yang meliputi lebih dari satu Propinsi, maka

yang berwenang menetapkan adalah

Pengawas Ketenagakerjaan pada

Departemen Tenega Kerja dan Transmigrasi

Pusat.

JENIS PEKERJMN YANG DUAIANKAN SECARA

TERU$MENERUS

Berdasarkan Pasal 85 ayat (7),

Pekerja/buruh tidak diwajibkan bekerja pada

hari-hari libur resmi.
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Namun demikian pengusaha dapat

mempekerjakan pekerja/b-uruh untuk bekerja

pada harifiari libur resmi apabila jenls dan

si{at pel<erJaan tersebut harus dilaksanakan

atau diialankan secara terus-menerus atau

pada keadaan (tertentu) yang lain

berdasarkan kesepakatan antara

pekerja/buruh dengan pengusaha (Pasal 85

awt (2)).

Yang dikmaksud pekerjaan yang dijalankan

secara terus menerus adalah pekerJaan yang

menurut jenis dan sifatnya harus

dilaksanakan atau dUalankan secara terus

menerus atau dalam keadaan lain

berdasarkan kesepakatan antara

pekeria/ buruh dengan pengusa ha.

Jenis pekerjaan yang dijalankan secara terus-

menerus, adalah sebagaimana diatur dalam

Keputusan Menterl Tenaga. KerJa dan

Tran$nlgrasl Nomor Kep233/Men/2003,

sebagai amanat Pasal 85 ayat (4), yakni

- pekerjaan di bidang pelayanan jasa

kesehatan;

- pekerjaan di bidang pelayanan jasa

transportasi;

- pekerjaan di bidang Jasa perbaikan alat

transportasi;

- pekerjaan di bidang usaha pariwisata;

- pekerjaan di bidang jasa postel;

- pekerjaan di bidang penyediaan tenaga

listrik, jaringan PAM, dan penyediaan 8BM

dan Gas Bumi;

- pekerjaan di bidang usaha swalayan, pusat

perbelanjaan dan sejenisnya;

- pekerjaan di bidang usaha media ,i.r..;
- pekerjaan di bidang pengamanan;

- pekerjaan di lembaga konservasi;

- pekerjaan-pekerjaan yang apabila

dihentikan akan mengganggu proses

produksi, merusak bahan, dan termasuk

pemeliharaan/perbaikan alat produksi.

Hanya jenis-jenis pekerjaan terasebut itulah

yang dimungkinkan untuk bekerja secara sift.

Pada jenis-jenis pekerjaan tersebut di atas,

sewaktu-waktu dapat diubah dengan suatu

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi menyesuaikan dengan

perkemba nga n ya ng terjad i.

Pada jenis-jenis pekerjaan dimaksud diatas,

dalam keadaan tertentu pengusaha dapat

mempekerjakan pekerja/buruh pada harl

libur resml berdasarkan kesepakatan

pekerja/buruh dengan pengusaha, dengan

kewajiban membayar upah kerJa lembur.

Yang dlmaksud dengan hari-hari libur resmi

adalah hari-hari yang ditetapkan sebagai hari

libur nasional sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan Presiden Rl Nomor 251 Tahun

1967 tentang Hari Libur sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Rl No. 3 Tahun 1983 dan

Keputusan Presiden Rl No. 19 Tahun 2002

tentang HariTahun Baru lmlek.

wAKru KERJA PADA SEKTOR USAHA/

PEKERJMN TERTENTU
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.e

Waktu KerJa dan lstlrahat Pada Sektor Usaha

ESDM

Sebagai amanat Pasal 77 ayat (4) dan Pasal

78 ayat (4) UU Ketenagakerjaan terbit

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Rl No. KeV234/Men/2003

tentang Waktu Kerja dan lstirahat Pada

Sektor Usaha Energi Dan Sumber" Daya

Mineral Pada Daerah Tertentu.

Perusahaan di bidang Energi dan Sumber

Daya Mineral (ESDM), termasuk Perusahaan

Jasa PenunJang yang melakukan kegiatan di

daerah operasi tertentu, dapat memilih dan

menetapkan salah satu dan/atau beberapa

(ketentuan) waktu kerja sesuai dengan

kebutuhan operasional perusahaan, sebagai

berikut:

Ketentuan ]lianp berlaku Umum (termasuk

sektor Migas):

a. 7 iam / hari dan (max) 40 lam / minggu,

untuk 6 harl kerta / minggu;

b. 8 lam / hari dan (max) 40 jam / minggu,

untuk 5 harl Rerta / minggu;

Ketentuan vang bersifat Khusus (sektor

Migas):

a. 9 iam / hari dan (max) 45 jam dalam 5

harl kerta / periode kerja;

b. 10 jam / hari dan (max) 50 jam dalam 5

harl karta / perlode kerja;

c. 11Jam / hari dan (max) 55 jam dalam 5

harl kerta / perlode kerja;

9 iam / hari dan (max) 93 jam dalam 7

harl kerla / periode kerja;

10 jam / hari dan (max) 70 jam dalam 7

harl keda / periode kerja;

11Jam / hari dan (rnax) 77 lam dalam 7

harl kerta / periode kerja;

9 iam / hari dan (max) 90 Jam dalam

LO harl r<orla / Beriode kerja;

10 jam / hari dan (max) 100 jam dalam

t0 harl keda / periode kerja;

11jam / harl dan (max) 110 jam dalam

LO harl keda / periode kerja;

9 jAln / harl dan (max) 126 jam dalam

t4 harl kerta / periode kerja;

1O jam / harl dan (max) 140 jam dalam

t4 harl Rerla / periode kerja;

11 jam / hari dan (max) 154 jam dalam

L4 harl kerta / periode kerja;

Ketentuan waktu kerJa sebagaimana tercebut

huruf c sampai dengan n, sudah tgf,masuk

waktu keria lembur tertas sebagal kelebihan

7 jam / hari (2 arct (3)). Dengan demlklan

perusahaan yang menggunakan waktu kerJa

(c - n) tersebut, wajib membayar upah kerja

lembur dengan perhitungan sebagai berlkut:

a. untuk waktu kerja 9 lam / harl, wajlb

membayar uqh Rerla lembur setiap harl

kerja=3%xupah /iami
b. untuk waktu kerja 1O Jam / hari, wajlb

membayar urrlh kerla lembur setiap hari

kerja=57zxupah /iami
c. untuk wdftu kerja 11 jam / harl, waJib

membayar uph Rerla lembur setiap harl

kerja=T7zxupah/iam:

d.

a

f.
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Waktu lstlrahat

Waktu kerja disektor energi dan sumber daya

mineral pada daerah tertentu sebagalmana

tersebut (a - n), tidak termasuk waktu lstlrahat

sekurang-kuranEnya l jam (Pasal 2 ayal (21

Kep234).

Pelaksanaan waktu istirahat kerja dl sektor

energl dan sumber daya mineral pada daerah

tertentu sebagaimana tersebut (a - n), dlatur

sesuai dengan kebutuhan yang dltuanglcn

dalam PerjanJian KerJa, Peraturan

Perusahaan atau Perjanjian kerJa Bercama

(PK dan PPIPKB).

Perusahaan yang yang menggunakan waktu

kerja yang berlaku umum (a dan b), wajlb

memberikan waktu istirahat, masing-maslng :

- setelah pekerja / buruh bekerJa secara

terus menerus selama 6 hqrl / mlnggu,

atau 7 iam / hari dan 40 jam / mlnggu,

wajib diberikan t hari istirahat (mlngguan),

- setelah pekerja / buruh bekerJa secara

terus menerus selama 5 hari / minggu,

atau 8 iam / hari dan 40 Jam / minggv,

wajib diberikan 2 hari istlrahat

(mingguan).

Perusahaan yang yang menggunakan waktu

kerja yang bersifat khusus (c - n), harus

mempergunakan perbandingan waktu kerja

dengan waktu istirahat, yakni 2 : 1 periode

kerja, dengan ketentuan maksimum L4

hari secara terus menerus dan istirahat

minimum 5 hari dengan upah (dibarcr)

penuh.

Pengentlan atau perubahan Waktu K3ila

Perusahaan dapat melakukan pengantian

atau perubahan waktu kerja dengan memillh

dan menetapkan kembali waktu kerja yang

telah ditentukan. penggantian atau
perubaha:n tersebut wajib dibeiitahukan

terlebih dahulu oleh pengusaha kepada

pekerJa/buruh sekurang-kurangnya 30 hari

(l<alender) sebelum tanggal pelaksanaan

perubahan.

Dlsamplng ltu, pengusaha juga harus

momberltahukan kepada instansi

ketanagAkerJdan Kabupaten / Kota

setemapat (Pasal 4).

Waktu Perlalanan Pergi pulans

Apablla waktu perjalanan dari tempat tinggal

resml (residence) ke tempat kerja

memerlukan waktu 24 Jam atau lebih, adalah

termasuk waktu kerja (Pasat S ayat (3) Kep

234).

Panylmpans:n Waktu Kerta yanq Dltentukan

Dalam hal Perusahaan telah memilih dan

msnentukan salah satu danlatau beberapa

ketentuan waktu kerja tersebut, dan ternyata

pekerja/buruh dipekerjakan kurang dari

ketentuan waktu kerja dimaksud, maka

pengusaha waJib membayar sesuai dengan

ketentuan waktu kerja yang telah dipilih dan

ditentukan (Pasal6)

Wblrtu.Kerla Pada Harl Llbur Resml

Dalam hal perusahaan memilih dan

menetapkan waktu kerja normal(a dan b) dan

mempekerJakan" pekerja/buruh pada hari

libur resmi, maka perusahaan wajib

membayar upah kerja lembur.
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Dalam hal harl llbur resml iatuh pada satu

periode kerja yang telah dipilih dan ditetapkan

oleh perusahaan berdasarkan waktu kerja

yang bersifat khusus (sebagaimana pada

huruf c - n), maka hari libur resmi tersebut

dianggap sebagai hari kerja biasa (Pasal 7

dan 8).

Perhitunnan Upah Kerla LemburSektor ESDM

Perusahaan yang menggunakan waktu kerja

yang berlaku umum (a dan b), wajib

membayar upah keria lembur, sebagai

berikut:

a. pada hari kerja biasa :

1) Untuk jam keria lembur Pertama

(setelah 7 atau 8 Jam bekerJa) - 1.5 x

upah/Jam;

2l Untuk jam kerja lembur berikutnya, 2

x upah/jam (sama). 
.

b. pada hari istirahat mingguan dan hari
'libur resmi :

t. untuk setiap jam dalam batas 7 jam,

wajib dibayar upah kerja lembur

seku ra ng-ku rangnya 2 x upah/iam:

2. untuk jam kerja PERTAMA (selebihnya

7 jam), wajib dibayar upah kerja

lembur sebesar 3 x uPah,/jam;

3. untuk jam kerja KEDUA (selebihnya 7

jam) dan seterusnya, wajib dibayar

upah kerja lembur sebesar 4 x

upah/am;

Upah / jam adalah = t / L73x upah sebulan.

(Pasal 9 dan 10)

Dasar perhitungan upah kerja lefibur adalah

upah bulanan. Dalam hal upah terdiri dari

upah pokok dan tunjangan tetap, maka dasar

perhitungan upah kerja lembur adalah t}Oyo

dari upah. Namun apabila komponen upah

terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan

tunjangan tidak tetap, maka PERHITUNGAN

UPAH KERJA LEMBUR adalah didasarkan

pada hasil perhitungan yang lebih besar

antara LOOo/o upah pokok + Tl (2 komponen),

alau 75o/o dari seluruh komponen upah (3

komponen)

hporan Pengtunaan Waktu Keria

PeirJsahaan yang menggunakan waktu kerja

sebagaimana dimaksud (tersebut di atas),

harus melaporkan pelaksanaannya per

triwulan (3 bulan) sekali kepada instansi

ketenagakerjaan Kabupaten / Kota(?)

setempat dengan tembusan kepada Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang

memuat:

a. Ketentuan waktu kerja yang dipilih dan

ditetapkan serta waktu istirahat;

b. Jumlah pekerja;

c. Daftar upah kerja lembur;

d. Perubahan pelaksanaan waktu kerja

(apabila terjadi).

(Pasal 9)

WaKu Kerja dan lstirahat Pada Sektor Usaha

PertambangFn Umum

Usaha pertamgangan umum memiliki

karakteristik tersendiri yang antara lain

I
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disebabkan karena lolaksi usaha

pertambangan tersebut pada umumnya

berada pada tempat yang terpencil sehingga

tidak dapat diberlakukan waktu kerja dan

waktu istirahat yang biasa.

Waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha

pertambangan umum pada daerah operasi

tertentu, baik pada daerah eksplorasi,

eksploitasi atau pengapalan hasil tambang

adalah waktu yang digunakan untuk

melakukan pekirjaan pada satu periode

(kerJa) tertentu. Satu periode kerja adalah

satuan waktu tertentu bagi pekerja/buruh

untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan

jadwal kerja yang ditetapkan dengan

mengabaikan hari-hari kalender.

Pada suatu perusahaan di bidang

pertambangan umum, termasu.k perusahaan

jasa penunjang (PJP), yang melakukan

kegiatan di daerah operasi tertentu dapat

menerapkan ketentuan waktu kerja dan

(waktu) istirahat pada sektor ESDM

(sebagaimana diatur dalam Kepmenakertrans

No. Kep234/Men/2ffi3, atau menerapkan

periode kerja maksimal 10 (seouluh) minesu

berturut-turut bekerja, dengan ketentuan

waktu kerja sehari paling lama 12 (duabelas)

jam, di luar waktu istirahat selama 1 (satu)

Jam, dengan 2 (dua) minggu berturut-turut

istirahat. Dan setiao 2 (dua) minssu dalam

periode kerja (10 minggu) diberikan 1 (satu)

hari istirahat (Pasat 2 ayal (1) dan (2) KeV

t5/Men/20O5), dengan ketentuan

pembayaran upah setelah 7 lam,tadalah
sebagai berikut:

a. waKu kerja 9 jam /hari, wajib membayar

upah kerja lembur/hari kerja = 372 x upah

/iami
b. waktu kerja 10 jam/hari, wajib rirembayar

upah kerja lembur/hari kerja = 572 x upah

/iam:
c. waktu kerja 11jam/hari, wajib membayar

upah kerja lembur/hari kerja =7Vzxup"h

/iam;
d. waktu kerja t2 jam/hari, wajib membapr

upah keija lembur/hari kerja = 972 x upah

/jam. (Pasal 2 ayat (3) Kep-15)

Perhitungan upah dan upah kerja lembur

tunduk pada pembayaran upah dan upah

kerja lembur sebagaimana diatur dalam

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Rl No. KeVtO2/MenNl/2OO4

tentang'Waktu KerJa Lembur dan Upah Kerja

Lembur (Pasal 8).

KEtenfiran Pelal<sanaan Waktu lstirahat

Pelaksanaan waktu istirahat (baik istirahat

diantara jam kerja, atau istirahat mingguan)

diatur dalam PK, PP atau PKB (Pasal 3).

Pergantlan atau Perubahan Waktu Kerla

Ketentuan waktu kerJa tersebut merupakan

pilihan, dan perusahaan dapat melakukan

pergantlan atau perubahan waktu kerja

dengan memllih dan menetapkan kemball

sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.

Apabila perusahaan hendak dilakukan
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pergantian alau perubahan, terlebih dahulu

Pengusaha wajib memberitahukan kepada

pekerja,/buruh sekurang-kurangnya 30 hari

(kalendefl sebelum tanggal pelaksanaan

perubahan. Disamping itu, Pen$usaha juga

memberitahukan kepada instansi

ketenagakerjaan Kabupaten / Kota(?)

setempat dengan tembusan in;;tansi

ketenagakerjaan Propinsi (Pasal 4).

Waktu Perialanan Pergi Pulang

Apabila waktu perjalanan dari tempat tinggal

resmi (resldence) ke temPat kerja

memerlukan waktu 24 iam atau lebih, adalah

termasuk waktu kerja (Pasal 5)

Penylmapang?n Waktu Keria Yang Ditentukan

Dalam hal Perusahaan telah memilih dan

menentukan salah satu danlatau beberapa

ketentuan waktu kerja tersebut, dan ternyata

pekerja/buruh dipekerjakan kurang dari

ketentuan waktu kerJa dimaksud, maka

pengusaha waJib membayar sesuai dengan

ketentuan waktu kerJa yang telah dipilih dan

ditentukan (Pasal6)

Walttu Kerla kda HarlLlbur Resml

Apabila terdapat hari libur remi pada suatu

perlode kerla yang telah dipilih dan

ditentukan, maka harl llbur reml tersebut

adalah merupakan hari kerja biasa (Pasal 7).

laooran Pencqunaan Waktu Kerla

Perusahaan yang menggunakan waktu kerja

sebagaimana dimaksud (tersebut di atas)

harus melaporkan pelaksanaannya per

triwulan (3 bulan) sekali kepada instansi

ketenagakerjaan Kabupaten/Kot4?) se

tempat dengan tembusan kepada Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang

memuat:

a. Ketentuan waktu kerja yang dipilih dan

ditetapkan serta waktu istirahat;

b. Jumlah pekerja;

c. Daftar upah kerja lembur;

d. Perubahan pelaksanaan waktu kerja

(apabila terjadi).

(Pasal9)

KESIMPUTAN

1. Pengaturan waktu kerja normal,

. F€rtritungan upah kerja lembur pada hari

kerja biasa dan pada hari libur resmi

atau pada hari istirahat mingguan, diatur

sama pada semua sektor ESDM dan

pertambangan umum;

Ketentuan Waktu Kerja sektor ESD,

seedra ulnum sama seperti Pada

ketentuan waktu kerja di sektor

pertambangan umum. Hanya pada sektor

pertambangan umum dimungkinkan

untuk bekerja dengan periode keria

makslmum 10 minggu berturut-turut

(bekerja) dan dengan 2 minggu berturut-

turut istirahat. Setlap 2 minggu dalam

periode kerja (yang 10 minggu)

diberikan t hari istlrahat. Waktu kerja

paling lama 12 jam di luar waKu istlrahat

(1jam).

2, Waktu lstirahat pada ketentuan wahtu

kerJa normal yang diatentukan sekurang'

kufangarua % iam (Pasal 79 aYat (2)

r
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huruf a UUK), dan waktu istirahat pada

sektor usaha sumber daya mineral pada

daerah tertentu sekurang-kurangnya 1

jam (Pasal 2 ayat (21 KeV234).

Sedangkan waktu istirahat kerja di sektor

usaha pertambangan umum ditetapkan

selama (fix) l iam (Pasal 2ayat(21Kep151**

Sekian.
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